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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI s

- - NOMOR : 004/PAUD/0S/1/2020 - nn
ASLI TENTANG |GRATE
: 171N OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINF = ———
“TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL XIl KASS| BULENG *

DUSUN MATTIROWALIE, DESA KASS| BULENG, KECAMATAN SINJAI BORONG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAL,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat periu
diterbitkan [zin Pendirfian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Rag_a
Kabupaten Sinjai  Nomor 421.9/13,6367/DPPOR/2015 tentang Perpanjangan izin
Operasional Panyelenggaraan dan Pengelolaan “TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL Xl
KASS| BULENG® Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjal Borong telah habis masa
berlakunya sejak Tanggal 13 Januari 2018, sehingga periu diterbitkan izin penyelenggaraan
pendidikan anak usia dini (PAUD) yang baru; _

c.  bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang
periu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang lzin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Ansk Usiz Dini (PAUD) " AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL XII KASS| BULENG™ Desa Kassi
Buleng, Kecamalan Sinjai Borong;

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat |l di Sulawesi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan MNasional (Lembaran
Negara Repubiik indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301); ]

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4845);

4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 lentang Pelayanan Publik (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenlang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomeor 8 Tahun-2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomar 23
Tahun 2014 tentang Femernntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesi Nomar 5679):

T Undang-Undang Momor 30 Tahun 2014 lentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601 );

B. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perfindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan f;.l_‘ag. Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pamerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republiik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5357);






